BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

1. Sanksi hukum disiplin patsus selama maksimal 28 hari di rumah
tahanan provos adalah sama dengan salah satu ketentuan yang
diatur Pasal 10 KUHP vyaitu jenis hukuman kurungan, sehingga
apabila hukuman patsus dijalani oleh terperiksa yang melanggar
tindak pidana sesuai Pasal 31 ayat (3) Skep Kapolri terperiksa
menjalani hukuman berkali-kali dalam satu perbuatan yang sama,
dan hal itu sudah berjalan sejak tahun 2004. Ketentuan hukuman
patsus adalah diskriminatif dan tidak mencerminkan keadilan, karena
dengan alasan apapun juga seseorang tidak hanya anggota Polri
adalah dilarang untuk dihukum berkali-kali atas satu perbuatan yang
sama termasuk didalamnya alasan untuk meningkatkan
profesionlisme dan meningkatkan disiplin anggota Polri yang telah
dianggap merosot oleh masyarakat, yang terjadi justru sebalinya,
bahwa telah terjadi pelanggaran HAM ditubuh Polri karena berlaku
diseluruh Indonesia, dimana syarat pelanggaran HAM adalah
sistemtik, meluas dan korbannya sekelompok bangsa.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan
tindak pidana adalah sebagai berikut ;
a. Dalam sidang komisi disiplin, mengajukan pembelaan untuk tidak

dijatuhi hukuman disiplin patsus di rutan provos karena hukuman
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tersebut sebenarnya kewenangan dari hakim pengadilan negeri
yang diatur dalam Pasal 10 KUHP mengenai hukuman kurungan.
. Sehubungan adanya ketentuan Pasal 31 ayat (3) Skep Kapolri
No.pol. : Kep/43/IX/2004 bahwa Putusan hukuman yang
dijatuhkan oleh Ankum tidak menghapuskan tuntutan pidana atas
pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Terhukum, artinya bagi
anggota Polri yang telah melakukan tindak pidana akan diadili dan
dihukum oleh hakim pengadilan umum (pidana), maka disini
anggota Polri dapat mengajukan pembelaan mengenai teori ne bis
in idem, apabila telah menjalani hukuman disiplin patsus di rutan
provos berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 76
KUHP.

. Melakukan pembelaan dalam sidan komisi kode etik kepolisian,
karena adanya ketentuan Pasal 15 Perkap No.pol. : 7 tahun 2006
tentang Kode Etik Profesi Polri, bahwa “Anggota Polri yang
diputuskan pidana dengan hukuman penjara minimum 3 bulan
yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan
oleh anggota Sidang Komisi Kode etik tidak layak untuk tetap
dipertahankan sebagai anggota Polri,” sehingga seolah-oleh
komisi disiplin atau komisi kode etik ini menunggu terlebih dahulu
putusan dari pengadilan, apakah terperiksa mendapatkan
hukuman minimal 3 bulan atau tidak, maka upaya yang dapat
dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana

adalah dengan cara melakukan pembelaan, baik secara pribadi
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maupun dengan bantuan Bidkum Polri, memohon kepada komisi
kode etik agar hukuam PDH atau PTDH tidak dapat diterapkan,
karena putusan PDH/PTDH juga merupakan salah satu jenis dari
hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, sehingga
hal itu sebenarnya merupakan kewenangan dari hakim pengadilan
umum (pidana), sehingga komisi kode etik sebenarnya tidak
berwenang untuk menjatuhkan putusan PDH/PTDH.

Ketiga upaya tersebut merupakan upaya pembelaan pada

saat persidangan dalam sidang komisi disiplin, sidang di pengadilan

umum dan sidang komisi kode etik. Ada upaya lain yang dapat

dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana, antara

lain sebagai berikut :

1.

Mengajukan gugatan TUN terhadap putusan komisi disiplin dan
komisi kode etik, dan hal ini diatur dalam peraturan disiplin dan
peraturan kode etik ;

Mengajukan judicial riview ke Mahkamah Agung atas PP dan

Skep Kapolri serta Perkapnya yang melanggar Pasal 10 KUHP ;

. Melaporkan ke Komnas HAM agar dibentuk tim penyelidikan atas

dugaan pelanggaran hukum di intansi kepolisian atas adanya
ketentuan hukuman patsus dan hukuman PDH/PTDH bagi
anggota Polri yang melakukan pidana, agar tidak terjadi hukuman

pidana yang berkali-kali dalam satu peristiwa pidana.
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B. Saran

1. Sehubungan hukuman disiplin yang berupa patsus bertentangan
dengan ketentuan Pasal 10 KUHP sehingga mengakibatkan anggota
Polri yang melakukan suatu tindak pidana dapat dihukum dua kali
atas satu perbuatan yang sama, maka Skep-skep Kapolri yang
mengatur mengenai hukuman disiplin yang berupa patsus harus
dihapuskan dengan cara skep tersebut diperbaiki, namun memang
perlu diakui bahwa skep-skep Kapolri tersebut adalah tindak lanjut
dari peraturan pemerintah yang juga mengatur mengenai jenis
hukuman disiplin patsus, sehingga terlebih dahulu PP tersebut juga
harus diperbaiki terlebih dahulu.

2. Untuk sementara waktu sebelum PP dan Skep-skep Kapolri yang
mengatur mengenai disiplin anggota Polri diperbaiki, sebaiknya hak-
hak terperiksa dapat dijunjung tinggi, khususnya hak untuk
mendapatkan ketentuan hukum yang menguntungkan bagi dirinya
apabila perbuatan tindak pidananya diancam dengan dua hukuman.
Hukuman pidana yang telah dijalani oleh terperiksa seharusnya
dapat mengesamping ancaman hukuman disiplin patsus dan
ancaman sidang kode etik, maka seharusnya bagi terperiksa ini tidak
diadili lagi oleh komisi disiplin anggota Polri dan komisi kode etik
Polri, hal ini karena apabila tetap dijalankan sidang komisi
disiplinnya, maka terperiksa kemungkinan akan dihadapkan pada
ancaman hukuman patsus, terkecuali jenis hukuman patsusnya

dikesampingkan, sehingga ancaman hukuman disiplin lainnya dapat
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diterapkan, dan setelah menjalani hukuman pidana, seharusnya
anggota Polri tersebut tidak dihukum lagi dalam sidang kode etik,
karena hakim pengadilan negeripun tidak menjatuhkan hukuman
tambahan berupa PDH atau PTDH, karena jenis hukuman ini

termasuk dalam hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 10

KUHP.
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